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PUTUSAN
Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA. Kdi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan xxxxxxxxxxxa, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXxxX, Kota

Kendari, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXX,
Kelurahan XxXxXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXxXX, Kota

Kendari, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08
Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor
0173/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2011, yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 08 April 2011,
sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tanggal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kel. xxxxxxxxxxx, Kec. Puuwatu, Kota
Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pindah tempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel. xxxxxxxxx, Kec. Kadia, Kota
Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah tempat
tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya
Pengggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dikediaman bersama di
Kec. Poasia, Kota Kendari, selama kurang selama kurang lebih 3 tahun,
selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Wa Ode Zalfa Fredella Ulani, lahir tanggal 21 Desember 2011;
3.2. La Ode Zafran Faunio Argani, lahir tanggal 8 April 2015;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan
tempat kediaman saat itu adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
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perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat
(OXOXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang
sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasa
hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 18 Februari 2019, 26
Februari 2019 dan 6 Maret 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat,
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;
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Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxxxx, dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Kendari, bermeterai

cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);
B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  umur 24 tahun, di bawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri,
Penggugat adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua saksi di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kota Kendari, lalu
di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kota Kendari,

dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak
rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar

dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah mendengar
Tergugat marah dan berkata bahwa Tergugat lebih menghargai

pelacur dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2018, yang pergi meninggalkan rumah
adalah Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada

anaknya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dan sudah tidak ada lagi

komunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  umur 26 tahun, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri,
Penggugat adalah teman dekat saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXxxxx, Kota
Kendari, lalu di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan

XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak tahun 2016;

- Bahwa informasi yang saksi dengar dari Penggugat bahwa
penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2018, vyang pergi meninggalkan rumah

adalah Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah  antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah lagi berhubungan dan sudah tidak saling komunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi  tersebut, Penggugat

membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-
dalili  gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya
menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya
satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena
itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat

(verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri, menikah tanggal 8 April 2011, pernah tinggal bersama dan
dikaruniai dua orang anak, dan selama itu awalnya harmonis, namun sejak
bulan Maret 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena
Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat, yang
akhirnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal, Penggugat yang pergi, sehingga rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan balik;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta

mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat telah memenuhi syarat materil suatu

alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti

fakta kejadiannya sebagai berkut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup
rukun, dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi
perselisihan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang tanpa nafkah, tanpa komunikasi dan tanpa ada hubungan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang

sulit dirukunkan lagi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah

satu tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa ada hubungan lagi ;

4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
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keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara
sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak harmonis lagi, bahkan telah
berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu satu tahun lamanya, maka
keadaan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang
penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan
suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni
Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga
talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis
dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah
hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal
tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat
keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

salle olall ade 3lbo gz 3] 4z axs) pas ail ol
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim ( boleh ) menceraikan suami-isteri itu

dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf
() Kompilasai Hukum Islam ;
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Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat,
dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan
Hakim adalah talak ba’in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(OXOXXXKXXXXXK XXX XXX XXX XXXXXX) terhadap Penggugat
(OOXXXRXX XXX KX XXXXKXXXX) 5

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Igbal,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. lhsan,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri
Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H Drs. H. Muh. Igbal, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. lhsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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